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Abstrak

Tulisan ini berjudul kedudukan hukum jaminan perorangan dalam permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang — undang no. 37
tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu. Masalah yang diteliti adalah terkait
Kedudukan Jaminan perorangan Dalam Menjamin Utang Debitur Pada Saat
Debitur Gagal Bayar serta Tanggungjawab Jaminan perorangan Terhadap Utang
Debitur Pada Saat Debitur PKPU. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Metode Penelitian yang digunakan
adalah Yuridis Normatif dengan analisis deskripsi analytis. Sumber data yang
digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder,dan tersier. Dalam sita umum dikaitkan dengan tanggung menanggung,
maka Jaminan perorangan (personal gurantee) tidak dapat ditarik dalam PKPU
karena dia justru harus tetap bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya
menanggung utang debitor, berbeda dengan kepailitan yang mana penanggung
juga ikut dibereskan.

Kata Kunci: Jaminan Pergrangan,Perlindungan Hukum, Utang.

Abstract

This paper is entitled the legal protection of jaminan peroranganin the
application for postponement of debt payment obligations based on Law no. 37 of
2004 concerning bankruptcy and PKPU. The problems studied are related to the
position of the Jaminan peroranganin Guaranteeing Debt Debt when the Debtor
Fails to Pay and the Jaminan peroranganResponsibility for Debt Debt when the
Debtor is PKPU. Referring to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy
and PKPU, the research method used is normative juridical with analytical
description analysis. Sources of data used are secondary data consisting of
primary, secondary, and tertiary legal materials. In general confiscation, it is
associated with liability, so the jaminan perorangancannot be withdrawn in the
PKPU because he must remain responsible for carrying out his obligations to
bear the debtor's debt, in contrast to bankruptcy in which the guarantor is also
taken care of.
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